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ABSTRAK 

Perlindungan saksi terhadap saksi pelaku (Justice Collaborator) yang bekerjama 

sangat penting dilakukan untuk membongkar organisasi kejahatan seperti korupsi. karena 

yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan organisasi kriminal dan biasanya 

mengetahui dengan pasti tentang stuktur organisasi, metode operasi dan aktivitas 

kejahatan.  Oleh karena itu, diperlukan jaminan perlindungan hukum berupa perlakuan 

khusus untuk melindungi saksi pelaku yang bekerjsama (Justice Collaborator) dari 

pembalasan atau intimidasi dari kesaksian yang mereka berikan.  

Kata Kunci : Justice Collaborator, Kasus Korupsi. 

 

ABSTRACT 

Witness Protection for Justice Collaborator is very important program for 

dismantling criminal organization like case of corruption. Because Justice Collaborator is 

a person who has connected with the criminal organization and generally know about 

organization’s structure, method of operation and activities organization. Therefore, 

guarantie law required to protect Justice Collaborator like special measures against 

retaliation or intimidation for their testimony. 

Keywords : Justice Collaborator, Case Of Corruption. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Keberhasilan para penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan 

suatu tindak pidana mengandalkan keberanian seseorang menjadi saksi
1
 atau 

pelapor
2
 yang mau mengungkap dan bersaksi terhadap terjadinya suatu kejahatan.   

Kedudukan saksi sangat penting dalam sebuah proses peradilan karena saksi 

memiliki keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami untuk 

mempermudah pembuktian dan kesalahan terdakwa
3
. 

       Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama
4
 dalam 

perkara pidana. Tidak ada suatu perkara yang lepas dari pembuktian alat bukti ini, 

penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan penyidikan 

maupun penuntutan dalam suatu tindak pidana jika saksi tidak dapat dihadirkan 

dalam perkara pidana sehingga sulit juga untuk mengetahui siapa pelaku-pelaku 

yang memiliki peran besar maupun pelaku utama dalam kejahatan itu.. Pentingnya 

peranan dan keterangan saksi ini mempermudah aparat penegak hukum dalam 

                                                             
1 Menurut pasal 1 butir 26 KUHAP, Saksi adalah Orang yang dapat memberikan keterangan 

guna kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemerikasaan di pengadilan tentang suatu tindak pidana 

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. 
2 Berdasarkan Peraturan Bersama No. M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Antara Menteri Hukum 

dan HAM, Jaksa Agung RI , Kapolri, dan Ketua LPSK,  pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa, Pelapor 

adalah Orang yang mengetahui dan memberikan laporan serta informasi tentang terjadinya atau akan 

terjadinya suatu tindak pidana tertentu kepada penegak hukum dan bukan merupakan bagian dari pelaku 
kejahatan yang dilaporkan. 

3 Firman Wijaya, 2012, “Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum”, 

Penaku, Jakarta, Hlm 16. 
4 Lihat Pasal 184 KUHAP, Alat bukti yang sah ialah : Keterangan saksi, keterangan ahli, surat , 

petunjuk dan keterangan terdakwa. 
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mengungkap kejahatan yang sekalipun sangat sulit dituntaskan, seperti tindak 

pidana korupsi
5
. 

Tindak pidana korupsi dikenal kejahatan luar biasa (extraordinary cime), 

kejahatan yang bisa menghancurkan eksistensi sebuah negara
6
. Sehingga tindak 

pidana korupsi menjadi masalah yang sangat serius yang dapat membahayakan 

stabilitas dan keamanan negara, membahayakan pembangunan sosial, politik dan 

ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta 

moralitas bangsa karena berdampak membudayakan tindak pidana korupsi
7
.  

Upaya dalam pemberantasan kejahatan luar biasa (extra odinary cime) ini 

diperlukan penanganan yang luar biasa (extraordinary measure/extraordinary 

enforcement, yang dalam praktek pengadilan akhir-akhir ini dikenal dengan istilah 

Justice Collaborator (saksi pelaku yang bekerjasama)
8
. 

Asal mula Justice Collaborator
9
 berawal dari kondisi negara yang berangkat 

dari kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut, 

menghukum para pelaku kejahatan terorganisir yang sangat merugikan 

kepentingan negara dan kepentingan umum. Para pelaku kejahatan terorganisir 

                                                             
5 Firman Wijaya, Op, Cit, Hlm 20. 
6 Abraham samad, “Korupsi adalah Kejahatan Luar Biasa” , 

http://www.pedomannews.com/korupsi-dan-ham/18167--abraham-samad-korupsi-adalah-kejahatan-

luar-biasa, terahkir diakses 9 Desember 2012. 
7 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 
8 Firman Wijaya, Op, Cit, Hlm 21. 
9 Menurut pasal  9 ayat (a) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2011  

Tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama 

(justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu, Justice Collaborator adalah yang 

bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yg terorganisir, mengakui kejahatan 

yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai 

saksi di dalam proses peradilan. 

http://www.pedomannews.com/korupsi-dan-ham/18167--abraham-samad-korupsi-adalah-kejahatan-luar-biasa
http://www.pedomannews.com/korupsi-dan-ham/18167--abraham-samad-korupsi-adalah-kejahatan-luar-biasa
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begitu sulit dijangkau secara hukum karena rapi, skala meluas dan canggihnya 

suatu kejahatan sehingga hampir tidak meninggalkan jejak pembuktian. Oleh 

karena itu Justice Collaborator merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk 

mengungkap  dan membongkar kejahatan terorganisir, baik berkualifikasi scaldal 

crime, serius crime, maupun pembuktian dalam mengungkap kejahatan dimensi 

baru (new-dimention crime), seperti crime as business, organize crime, white 

collar crime, cyber crime, corporate crime 
10

. Secara essensial kehadiran Justice 

Collaborator ditujukan terhadap kejahatan yang serius yang perlu mendapat 

penanganan segera.
11

 

Contoh kasus dalam kategori sebagai Justice Collaborator yang diberikan 

kepada Agus Condro dalam kasus Cek Pelawat Pemilihan Deputi Gebernur Senior 

Bank Indonesia. Mantan anggota komisi IX DPR RI periode 1999-2004 dari Partai 

PDI Perjuangan  mengungkapkan kepada publik bahwa dia dan beberapa 

koleganya menerima traveler cheque BII (Bank Internasional Indonesia) sebagai 

suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2000. Agus 

Condro secara terbuka mengakui dia termasuk sebagai penerima traveller cheque 

(cek perjalanan) dari seorang pengusaha 10 lembar masing – masing Rp. 

50.000.000 dan telah dicairkan semuanya berjumlah Rp. 500.000.000,- untuk 

memenangkan calon deputi Miranda Goeltom. Meskipun demikian Agus tetap 

menjalani proses hukum dan  divonis bersalah dengan masa hukuman pidana 

penjara 1 tahun 3 bulan oleh pengadilan, yang secara tidak langsung skandal ini 

                                                             
10 Fiman Wijaya, Op.Cit , Hlm 17 
11 Ibid, Hlm 11. 
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melibatkan lebih dari 26 politisi DPR. Ini semua dapat terkuat berkat pengakuan 

Agus beberapa tahun setelah penyuapan terjadi
12

. 

Menurut kasus tersebut maka Agus Condro di klasifikasikan sebagai 

Justice Collaborator, paling tidak ada 4 (empat) alasan , yakni
13

 :  

1.  Dia pelaku korupsi yang bekerjasama dengan memberikan informasi yang 

factual (bukan fitnah). Terbukti oleh pengadilan Tipikor bahwa keterangan 

yang digunakan sebagai sebagai bukti yang dapat menjerat pelaku korupsi 

lainnya dalam kasus yang sama . 

2.  Dia kooperatif dalam  menjalani seluruh proses penegakan hukum kasusnya 

,termasuk tidak pernah melarikan diri/buronan. 

3.  Dia mengakui dengan tegas telah melakukan korupsi bahkan 

mengembalikan uang   korupsi yang diterimanya.  

4.  Statusnya sebagai pelaku korupsi yang bekerjasama, oleh karena itu patut 

patut dilindungi, secara resmi diakui eksistensinya Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban (LPSK). 

Peran Agus Condro sebagai Justice Collaborator dalam proses peradilan 

pidana telah membantu dan memudahkan aparat hukum menjangkau para pelaku 

tindak pidana, namun kerap kali mendapat terror, intimidasi dan resiko kehilangan 

pekerjaan (jabatan). 

Setidak-tidaknya ada tiga resiko atau ancaman yang dihadapi sebagai 

Seorang Justice Collaborator, pertama, ancaman berupa terror dan intimidasi dari 

                                                             
12 Abdul Haris Samendawai, 2011, “Wistleblower” , LPSK, Jakarta, Hlm. 3. 
13 Denny Indrayana, “Ayo Jadi Justice Collaborator”, 

http://bphn.go.id/index.php?action=public&id=2012050813512713 terakhir diakses tanggal 11/10/2012.  

http://bphn.go.id/index.php?action=public&id=2012050813512713
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orang-orang yang mereka beberkan namanya. Kedua, berisiko terkena serangan 

balik berupa delik pencemaran nama baik oleh orang-orang yang nama-nama 

mereka sebutkan. Ketiga, ancaman yang besar  atau kehilangan status kepegawaian 

melalui sanksi penurunan pangkat maupun skorsing, intimidasi, sampai pada 

diskriminasi dari institusi tempatnya bekerja
14

. sehingga perlu dirancang landasan 

hukum yang kuat dan skema perlindungan yang jelas dan terukur
15

. 

Manfaat perlindungan  ini telah dijelaskan dalam penjelasan umum dalam 

Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

menyatakan bahwa dalam rangka menumbuhkan pertisipasi masyarakat untuk 

mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim kondusif dengan cara 

memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang 

mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak 

pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. 

Perlindungan
16

 terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (Justice 

Collaborator) memang sudah diatur di dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni  Seorang saksi 

dan juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan 

pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, akan 

tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan 

                                                             
14 Teguh Soedarsono, Seminar Nasional, 2012, “Penguatan Peran Dan Fungsi Lpsk – Ri 

Menuju Optimalisasi Perlindungan Saksi Dalam Perannya Sebagai Whistleblower Dan Justice 
Collaborator”, Yogyakarta. 

15 Firman Wijaya, Op. Cit . hlm 42 . 
16 Lihat Pasal 1 angka (6) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman 

kepada saksi dan/korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya. 
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pidana.
17

 Tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman 

lebih lanjut di dalam penerapannya
18

. 

Pedoman lebih lanjut dari ketentuan ini telah menciptakan aturan baru 

terhadap jaminan perlindungan saksi pelaku yang berkerjasama (Justice 

Collaborator) yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 

Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Saksi Pelapor (Whistleblower) dan Saksi 

Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana 

Tertentu, sekaligus diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisan Negara RI, Komisi 

Pemberantasan Korupsi dan Ketua LPSK Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, 

Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Tahun 2011.  

Dengan adanya SEMA dan Peraturan Bersama tersebut maka Saksi Pelaku 

Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) tersebut sehingga ada jaminan  

perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga tidak 

merasa terancam atau tertekan baik hak-haknnya maupun keselamatan dirinya. 

Peranan Agus Condro sebagai Justice Collaborator, Abdul Haris 

Samendawai mengatakan bahwa Agus layak mendapat Hadiah atas kontribusinya 

yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum, yakni remisi, asimilasi atau 

pembebasan bersyarat dan LPSK juga ikut memantau dan mendampingi Agus 

                                                             
17 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana 

(Wistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) No. 4 Tahun 2011 Pasal 6 

ayat (2). 
18 Ibid, Pasal 6. 
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dalam persidangan
19

. Oleh karena itu hakim berupaya memberikan reward 

(penghargaan) terkait punishment (hukuman)
20

. Atas bantuan tersebut, maka 

terhadap Saksi Pelaku yang Bekejasama, hakim dalam menentukan pidana yang 

akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana bersayat 

khusus
21

 :  

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau  

2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara 

terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam skripsi ini penulis 

melakukan penelitian tentang Justice Collaborator  yang bekerjasama dengan 

aparat penegak hukum lainnya guna mengungkap kejahatan korupsi dan kejahatan 

terorganisir lainnya serta pelaku-pelaku yang memiliki peran yang lebih besar dan 

mengatahui dasar pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman.  

Dengan alasan demikian penulis mengangkat judul skripsi tentang : 

“PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA 

(JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PERKARA KORUPSI”. 

 

 

 

                                                             
19 Abdul Haris Samendawai, 2011, “Potret Saksi Dan Korban Dalam Media Massa”, LPSK, 

Jakarta, hlm 13 
20 Ibid. hlm. 109. 
21 Op,Cit, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Pasal 9 huruf  c. 
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B. Rumusan Masalah 

Guna mencapai tujuan yang dikehendaki, maka perlu ditegaskan kembali 

masalah yang akan diteliti. Dengan demikian memudahkan dalam pengerjaan serta 

dapat difokuskan pada permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Bentuk perlindungan hukum Saksi Pelaku Yang 

Bekerjasama (Justice Collaborator) yang diatur dalam hukum nasional? 

2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim tipikor dalam meringankan 

pidana kepada seorang Justice Collaborator (Saksi Pelaku yang 

Bekerjasama) ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

   Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum Saksi Pelaku Yang 

Bekerjasama (Justice Collaborator). 

2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

meringankan hukuman. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian, adalah : 

1. Manfaat Secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan . dan manfaat praktisnya yakni untuk 

mendorong setiap elemen masyarakat khususnya pelaku yang terlibat 

dalam kejahatan terorganisir berani bekerja sama dengan aparat penegak 

hukum dalam mengungkap pelaku utama atas kejahatan yang ada 

dilingkungan instansi atau ditempat ia bekerja. 

2. Manfaat secara teoritis diharapkan menjadi refrensi untuk perkembangan 

penelitian selanjutnya dan manfaat secara praktisnya yakni melalui  

penelitian ini diharapkan menambah menumbuhkan partisipasi masyarakat 

dan pelaku itu sendiri sehingga mendorong untuk lebih banyak lagi  

menjadi Justice Collaborator (Saksi Pelaku Yang Bekerjasama). 
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E. Ruang Lingkup  

          Untuk memberikan batasan terhadap pembahasan permasalahan yang 

dilakukan dalam penulisan skripsi in , maka penulis memberi batasan yang 

berhubungan dengan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) 

dan perlakuan hukum terhadapnya yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana. 

 

F.  Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif yakni penelitian terhadap asas-

asas hukum, yakni : asas hukum menyangkut substasi peraturan perundang-

undangan, seperti asas-asas hukum yang berkaitan erat dengan materi muatan 

suatu peraturan perundang-undangan
22

.  

2. Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

pendekatan undang-undang (statuta approach), yaitu pendekatan 

menggunakan undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isi 

hukum yang sedang dihadapi
23

.  

3. Jenis dan Sumber Data 

   Dalam melakukan penelitian ini, adapun jenis data yang digunakan 

adalah data sekunder. Data sekunder yakni data yang mencakun dokumen-

                                                             
22 Bambang Sunggono, 2007, “Metode Penelitan Hukum”, PT Rajagravindo Persada, Jakarta, 

Hlm. 184. 
23 Peter Mahmud Marzuki, 2007,  “Penelitian Hukum”, Jakarta, Kencana, Hlm. 96 
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dukumen resmi, buku-buku pedoman hukum, peraturan perundang-undangan, 

karya ilmiah, dan sebagainya. 

Data sekunder terdiri dari 

1. Bahan Hukum Primer 

  Bahan primer adalah bahan hukum yang mengikat
24

 , yang meliputi : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

b. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP). 

c. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 

Dan Korban 

d. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan 

Dalam Pengahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

e. Surat Edaran Mahkama Agung No. 4 Tahun 2011 Tentang 

Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi 

Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara 

Tindak Pidana Tertentu. 

f. Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK, 

dan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011.  

2.       Bahan Hukum Sekunder , 

                                                             
24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT Raja Grafindo 

Persada, 2003, Hal. 13. 
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 Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer
25

, seperti :,buku-buku 

literature, artikel, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, seminar-

seminar, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 

permasalahan dalam penulisan skripsi ini. 

3. Bahan hukum tertier atau bahan hukum petunjang 

 Yakni: bahan-bahan yang member petunjuk-petunjuk maupun 

penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contoh : kamus 

hukum, internet, eksiklopedia dan seterusnya
26

 

 

4. Tehnik Pengumpulan Data :  

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan 

tehnik pengumpulan data dengan studi dokumen, yakni pengumpulan data 

yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, internet, maupun literatur-

literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, melalui 

pengumpulan data ini maka data yang diperoleh memiliki nilai validitas dan 

raliabilitas
27

. 

5.  Analisis Data 

 Analisis data dilakukan dengan cara deskripti kualitatif, yakni untuk 

mengetahui bagaimana hukum itu dilaksankan termasuk proses penegakan 

                                                             
25 Ibid, Hlm 13 
26 Peter Mahmud Marzuki, Op, Cit, hlm. 185. 
27 Ibid, hlm . 82. 
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hukum (law enforcement), sehingga dapat mengungkap permasalahan-

permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum
28

.  

 

6. Metode Penarikan Kesimpulan 

  Pada penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu suatu proposisi 

umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan 

yang lebih khusus.
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Ibid, hlm. 134. 
29 Ibid, hlm. 11. 
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